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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan secara tegas bahwa hak-hak 

perempuan setelah perceraian meliputi nafkah iddah, mut’ah, nafkah 

madhliyah, biaya hadhanah, dan pelunasan mahar. Hak-hak ini bertujuan 

untuk menjamin kesejahteraan perempuan dan anak-anak yang terdampak 

akibat perceraian. Putusan di Pengadilan Agama Bukittinggi menunjukkan 

bahwa aturan dalam KHI telah dijadikan sebagai dasar dalam memutus 

perkara perceraian, meskipun masih terdapat kendala dalam 

implementasinya, terutama terkait dengan eksekusi putusan.  

2. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 berfokus pada pedoman bagi hakim dalam 

mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, termasuk 

dalam perkara perceraian. Peraturan ini menekankan prinsip non-

diskriminasi, sensitivitas gender, serta pemenuhan hak-hak perempuan 

seperti nafkah iddah, mut’ah, dan biaya hadhanah dalam satu putusan. 

Implementasi PERMA ini telah memberikan dampak positif dalam 

mempercepat penyelesaian sengketa perceraian dan mengurangi beban 

perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya. Namun, dalam praktiknya 

masih terdapat kendala seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, 

ketidakpatuhan mantan suami terhadap putusan, dan keterbatasan eksekusi 

putusan oleh pengadilan.  

3. Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Kelas IB 

Bukittinggi sudah menerapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum. Yang mana 

Pengadilan Agama Bukittinggi telah membebaskan para penggugat untuk 
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meminta hak-haknya sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum 

dengan mengisi isi surat gugatan mandiri, posita dan petitumnya, serta 

dengan memberikan bukti agar majelis mengabulkan isi gugatan sang 

penggugat. Namun masih terdapat kendala seperti kurangnya sosialisasi, 

rendahnya kesadaran perempuan akan hak-haknya, serta sulitnya eksekusi 

putusan akibat ketidakpatuhan mantan suami. Oleh karena itu, diperlukan 

upaya lebih lanjut dalam meningkatkan penerapan PERMA ini agar hak-hak 

perempuan benar-benar terlindungi dan dapat ditegakkan secara efektif. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa saran 

yaitu:  

1. Kepada Pengadilan Agama Bukittinggi diharapkan meningkatkan sosialisasi 

terkait hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Sosialisasi 

dapat dilakukan melalui seminar, penyuluhan hukum di komunitas, dan 

kerja sama dengan lembaga masyarakat agar perempuan lebih memahami 

hak-haknya setelah perceraian. Selain itu, pengadilan perlu memperkuat 

sistem eksekusi putusan dengan membentuk tim pengawas yang bekerja 

sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan kepatuhan mantan suami 

terhadap putusan pengadilan.  

2. Kepada Masyarakat diharapkan dapat lebih aktif mencari informasi terkait 

hak-hak yang dimiliki perempuan pasca perceraian. Kesadaran ini penting 

agar perempuan dapat memperjuangkan hak-haknya secara mandiri dan 

tidak ragu mengakses layanan pengadilan.  
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